
 

 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 36 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENGESAHAN DOKUMEN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN 

KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN KOTA PROBOLINGGO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang  :  a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang layak dan sehat; 

  b. bahwa dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas 

kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, 

diperlukan sinergi dan komitmen dari seluruh pemangku 

kepentingan dan Pemerintah Kota Probolinggo; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b,  maka perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Pengesahan Dokumen Rencana Pencegahan 

dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan 

Kota Probolinggo; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3886); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4247); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5222); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4532); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2); 

12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 

2009-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 

Nomor 2); 

13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2013 

tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 3); 

14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11); 

15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2014 Nomor 6); 



16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN DOKUMEN 

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS 

PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN KOTA PROBOLINGGO. 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 

1. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas 

fungsi sebagai tempat hunian. 

2. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena 

ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan 

kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. 

3. Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 

adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, sarana dan prasarana 

serta utilitas umum. 

4. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan 

berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru. 

 

Pasal 2 

Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh 

Perkotaan Kota Probolinggo dimaksudkan sebagai acuan rencana 

penyelenggaraan pembangunan kawasan permukiman kumuh perkotaan guna 

pencegahan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang 

diselenggarakan sebagai aksi sinergitas antar pemangku kepentingan dan 

Pemerintah Kota Probolinggo secara berkelanjutan. 

 

Pasal 3 

(1) Sistematika penyusunan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan 

Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Probolinggo adalah sebagai 

berikut : 

a. BAB I  :  PENDAHULUAN; 

b. BAB II :  PEMAHAMAN RP2KPKP; 

c. BAB III :  KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN 

PERKOTAAN; 

d. BAB IV :  PROFIL PERMUKIMAN KUMUH; 

e. BAB V :  IDENTIFIKASI KEKUMUHAN DAN KEBUTUHAN 

PENANGANAN; 



f. BAB VI :  KONSEP DAN STRATEGI PENANGANAN PERMUKIMAN 

KUMUH PERKOTAAN; 

g. BAB VII : PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGANAN KUMUH 

PERKOTAAN; 

h. BAB VIII : RENCANA AKSI PENANGANAN KUMUH PERKOTAAN TAHUN 

2016-2019; 

i. BAB IX : RENCANA DETAIL DESAIN KAWASAN PENANGANAN 

PRIORITAS. 

(2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam 

Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman 

Kumuh Perkotaan Kota Probolinggo sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini.  

 

Pasal 4 

Untuk menuntaskan penanganan dan pencegahan kumuh di Kota Probolinggo, 

setiap pemangku kepentingan harus mengacu pada Dokumen Rencana 

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kota 

Probolinggo. 

 

Pasal 5 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

Ditetapkan  di   Probolinggo 

pada tanggal 28 Februari 2018 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd 

R U K M I N I 

Diundangkan di Probolinggo 

pada tanggal 28 Februari 2018 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

                                Ttd 

BAMBANG AGUS SUWIGNYO 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 36 

 
Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

 
TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum 

NIP. 19680108 199403 2 014 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 


